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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat

dan harunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial
tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua
pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial
dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan
dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih
jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan- perbaikan dan
penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritk yang membangun sangat
diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terimakasih.
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Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUFATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,' Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditctapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan;

bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2010 dengan suatu Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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